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Abstrak
 

Asuransi Tanggung Jawab Hukum Operator Pesawat Udara Terhadap Pihak Ketiga merupakan suatu cabang

yang khusus dari Asuransi Penerbangan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya kegiatan

pengangkutan udara khususnya pengangkutan udara di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi

pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan udara. Masalah yang diteliti adalah Sampai

sejauh manakah tanggung jawab PT. Asuransi JASINDO(Persero) dan bagaimanakah tanggung jawab PT.

Garuda Indonesia sebagai operator pesawat udara dalam peristiwa kecelakaan pesawat udara yang

mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga, proses penyelesaian klaim ganti rugi yang diberikan PT.

Asuransi JASINDO (Persero) kepada PT. Garuda Indonesia dalam kaitannya terhadap tanggung jawabnya

kepada pihak ketiga, dan peraturan perundang-undangan asuransi tanggung jawab hukum yang ideal untuk

pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan

sosiologis serta data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

 

Hasil penelitian menunjukkan PT. Asuransi JASINDO (Persero) bertanggung jawab untuk melakukan

pembayaran ganti rugi sepanjang apa yang telah diperjanjikan oleh PT. Garuda Indonesia dengan PT.

Asuransi JASINDO (Persero) didalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 dan PT. Garuda

Indonesia telah mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga pada PT. Asuransi JASINDO

(Persero) yang tercantum dalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 sebagai bentuk

tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pengangkutan udara, serta terdapat enam tahap prosedur

penyelesaian klaim ganti rugi untuk pihak ketiga dimana prosedur tersebut sudah memenuhi prosedur yang

berlaku dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan peraturan perundang-undangan yang ada saat

ini perlu ditinjau kembali dengan melakukan perubahan yang mampu menjawab permasalahan perdata

khususnya mengenai asuransi tanggung jawab hukum yang tidak atau belum cukup diatur dan tentunya

harus memenuhi rasa keadilan masyarakat banyak sehingga kongkritisasi suatu peraturan perundang-

undangan yang ideal pun dapat teralisasi dengan sempurna.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=88591&lokasi=lokal

